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1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelundupan manusia merupakan:
hak asasi manusia dhlam -bemiuk pa:hﬁnhn dkontemporer.  Kegiatan
penyelundipan flegal diseluruh dhinia menurut laporan  International
Organization for Migration (IOM) pada tahun 2000 mencapai 700 ribu
hingga 2 juta korban dengan mayoritas 80% kaum perempuan dan anak.
Hmnﬂ laporan dari Bureau of Public Afﬁ:.m.WI of State
nﬂi penyelundupan manusia terus meningkal hﬁw BO0.000 —900.00
mh;- tahunnya diantaranya terjadi di negara kawasan. Asia 'f L
Terdapat 127 negara yang terlibat dalam setiap tafmnmya untuk
diselndupkan ke negara-negara kaya melaln transnational n'mmﬁpng
W ﬂﬂlnm memasok  pasar pﬁdﬂgmw buruh  dan  seks
htemuﬁ:lual (Nutions, 2020). Fenomena penyelundupan manusia semakin
meluas seiring terbukanya jalur mobilitas antar negara mekalui darat, Laut
maupun udars. Dulam mencars kehidupan layak dan mencan suaka
perpindahan ml: menjadi titik terang bagi masyorkat yang
mcwlltui__ " n ekonomi. politik maupun keamanan di negara
asalnya. Namun d.nlam pergmkm mobilitas p}ﬁuhkau manusia memilik

resiko  penyimpangan  yang  berujung W]undupm marnusia
(kathanna kiener-manu. 2020).

Penyelundupan manusia dapat diartikan sebagai fasilitas. transportasi dan
ussha antar masuknya seseorang yang telah melewati batas internasional
dengan melanggar hukum lebih dan satu negara, secara sembunyi dengan
menggunakan dokumen palsu yang bertujuan menjadi imigran gelap, Modus



dani penyelundupan manusia berkaitan erat dengan pembayaran dan oprasi
pembagian tugas di negara asal dan negara yang dituju seperti adanya calo,
perencana perjalanan, sopir. nelayan tradisional. dan aparat negara. Ekspansi
besar populasi di negara-negara berkembang menyebabkan peningkatan
penduduk untuk melakukan migrasi ke negara maju. Bagi masyarakat yang
terdesak dalam bidang ekonomi bersedin melakukan migrasi di luar jalur
hukum yang mulkm w m penyelundupan. Para
penyelundup terorganisir umumnya berasal dari Asia Selatan dan Timur
Tengah yang transit lﬂﬁm'l'ﬂwﬂ dengnn tujuan akhir &'ﬁﬂ&l‘l’ﬂlila
Mﬂmﬂup telah memanfaatkan dua jalur mﬂk transit ke negara Asia
Tpmm, khususnyva Indonesia melaui Jalur ,hut don wdora  (Human
Wmumﬂand Security, 2024},

orang di kawmsan Asin Pusifik dalam hﬂﬁ; megara
Im:huﬂh Ihn Australin menjadi negarn yang sangat popular bug[ para
velu dup, Pada faktanya Negara Indonesia sering menjadi negar I:ins:l
oleh ]ﬂnpmifclundup uniuk melanjutkan ke negara Iﬂjulngmlu Australin.
Negara Australia merupakan negara dengan pemm‘dapﬂﬂamkﬂn
Hjﬂkf.m selain itu konsisi politik dan keamanan di Australia lebih stabil
dikawasan Asia Pasifik. Dengan dihapuskan kebijakan White Australia
Policy oleh Australia telah menimbulkan permasalohan baru  terkait
penyelundupan manusi ikibat ‘dampak pada kebebasan orang asing yang
dapat menetap di Australia. Déngan melihat letak geografis Indonesia yang
sanont berdekaton dengan Australia dan letak strategis negara Indonesia

sebagai negara #zona lalu lintas perekonomian dunla, menjadikan kedua
negara sebagai sasaran empuk bag para pendatang. Selain itu karena tidak
adanya hukum dan operssi keamansn vang mengingat di kedus negara,
maka kasus penyelundupan manussia di kedua negara sering memingkat
disediap tahunnya { Australian Embassy in, 2024

ha



Pada tahun [999-2000 kedatangan pendatang illegal melalui jalur lant
menggunakan prahy, mencapai angka 4.175% crong. telah menunjukan
adanya kelompok ecriminal dalam memfasilitasi perjalonan transit di
Indonesia sebaga titik uwtama perjalanan menuju Australia. Sedangkan
kedatangan secura illegal malalui jalur udsra mencapai 1.693 orang. jumlah
ini lebih sedikit karena melalui pmmjdﬂh rumit karena membutuhkan
dokumentasi d.mﬂ!ﬂ pﬂl;u.m ﬁ.’qﬁﬂ.‘ jﬂl pejubat korup, Menurut
pemmntnhm Australia wm local di Miu dan Indonesia
dengan hﬂumpuk m;]. untuk melakoknn J;u:da‘hn melundupﬂ.n
dwm_lunn minusia (People smuggling facts 2001).

Salah satu penyelundupan manusia yang tertangkap oleh m ﬂ,ustralm
dm lnd:nes:a adalah kasus Ekstadisi Hadi Ahmadi yaitu seomng
dupon berasal dari fan melakukon pen}rclmﬁnm W
T1mnrf['tllﬁ| dani Indonesia ke Australia pada tahun 1999-2001, Hal itu
menjadi ﬁ;& kedua negars mulai serius dalam menjalin kerjasama
internasional dalam menanggulangi permasalahan wpm MAnusEa
dengan adanya keterlibatan kepentingan bersama. Hm bilaternl yang
Tt et g g sanent diper SRR ergiuE stralia
dan Indonesia untuk mencapai kepentingan bersama terutama dalam factor
keamanan tradisional dan factor keamanan non tradisional. Menyadari hal
it dimensi operasional bagi kedua negara mulai dibentuk pada tahun 2005
melalui Joint Declaration on Comprefensiv Whlp between Australia
and the Republic of Indonesia sehaga] Jalinan Kemitraan komperhensif atau
hubungan diplomasi tingkat tinggi. Selanjutnya pada tahun 2006
dibentukmya kerangka kerjasama keamanan yang disebut Lombok Treaty

atan Agreement between The Government of The Republic Indomesia and
The Government of Australia on the Framework for Security Cooperation
i Kementerian Sekretariat Negara, 2024).



Kerjasama bilateral Lombok Treaty ditandatangani oleh Menten Luar Negeri
Australia yaitu Alexander Downer dan Menteri Luar Negeri Indonesia
Hassan Wirajuda pada |3 November 2006 di Lombok dan diratifikasi
melalui UL No. 47 Tahun 2007 oleh Indonesia. Peanjian dalam- Lombok
Treaty mencangkup berbagai lingkup keamanan kedua npegara dan
memberikan fasilitasi kerjasama séperti forum dialog pertahanan dan
keamanan, kerjasanis penegahnmw %--k_ejuhatan lintas kedua
negara, dan pembangunan kapasitas aperatur keamanan maritime. Kerjasama
yang dijalin kedua negara ini mengedepankan priasip cooperative security
r.tlhu. pﬂsmumn w kﬁmman non hadml ﬁ Jnhn‘ laut terutama
didalamnya mencantumkarm permasaiahan pﬂg‘dmdﬁpm musm Melalu
pﬁjuq]'hn keamanan komprehensif yang mencangh
kejahatan transanasional. penyelundupan manusia ﬂﬁ pmq;uilmgm
kerjasama kepolisian yang bertujuan untuk memerangi arus pengungsi di
tingkat lapangan. Gerakan navigasi satelit dan tindakan intelijen unfuk
pencegahan masuknya kapal pada tahun 2008 menjadi gubrnlum hml:mp
kedus negars untuk memerangi penyelundupan n:.mﬁﬂm M‘u:r:p;, hkum,
don kebijakan vong dibentuk Indonesia dan Australin ilenﬁlfmtlﬂcm
output terhadap penanganan penyelundupan imigran yang tercantum dalam
Lmﬁ&l‘myhﬂlmhhmﬂm:ml Pengopdosian kescpakatan kedua
negara telah disepakati melalui Mol mbagm Wm‘t pemberantasan
kejahatan transnasional seria pengembangan kerjasama Poln dan AFP dalam
lingkup penetapan Lisiven (fficer bhar di hr,hﬂ negara, Selam it

pemerintahan Indonesia meningkatkan pertemuan kerjasama melalui IAMF

sebagai forum lanjutan untuk merencanakan aksi plan of action dan capacity
building dalam mengatasi permasalaban kejahatan transnasions! bersama
JCLEC. Dengan kebijakan i Satgas Poln berhasil menangkap dua orang
WNT dan dua orang WNA yang terduga sebagai imigran, selain itu terdapat
204 imigran yang diamankan (392 SesarAdeRamnkBritama UK3 nad.).



Pada tahun 2009, pengimplemntasian Lombok Treaty dalam kerjasama
pencgak hukum melalui systemn ekstradisi telah direalisasikan oleh
pemerintahan Indonesia terhadap kasus Hadi Ahmadi, seorang penyelundup
yang mendatangkan empat prahu dengan total 21 imigran. Selsin itu terdapat
1.014 imigran yang diamankan oleh pthak kepolisian. Dengan melihat
perkembangan penangkapan, kedua pegarm memperkunt pencegahan dan
penghentian  anis gm}feium mﬁ Pemerintahan Indonesia
meratifikasi fmplementation Framework: Jor Cogperation Between The
Government of Australio to ﬂﬁﬂlﬂ' Ffapl': Sumgegling and Frafficking in
Persons pada tahun 2010, sebagni aturan terpisah dan tmjavan kegiatan
Wlp pemnganmt'pﬂt}'eiundupnn TRanusiL, thlui irpegnlar migrants
perbatasy 'ﬁi-lmlﬂfﬂl
w pmgumngsn perjalanan lanjutan yang bemktwituiﬁ negars asal dan
nmm Selain itu keterlibatan apparat di kedua negara dipandu dalam
Pﬂm kerjasama penaganan penyelundupan di wilayah Tndonesia.
Terdqut dua belas pugus tugas di komando kepolisian seluruly daera
Indonesia yang berhasil mencegat lebih dan Huaﬂl.-:wﬂmwg-ﬂhnm
suaka yang berada di perairan Australia { Sinanw, 2016).

meﬂlhan Pm:ﬂ: iﬂm memberikan dukungan ‘pendanaan disetiap
I dones LMWMMI seperti 1OM
dan UNH{"R 'HEiI ﬂ.ﬂu!:uknn Australia w Begars tujuan  karena
memiliki tanggung jawab untuk meng n factor penarik bagi para
imigran gelap. Sealin itu negara f.l'ans'l’l mﬁmil’ﬂ:l peran sebagai pencegah

adanyn perantara yang mengakibatkan terjadinya migrasi ireguler untuk
berkerjasama dengan organisasi terkail. Seperti yang terjadi pada tahun 201 |
pengungsi dan pencari suaka vang tidak memiliki dokumen resmi ditahan
oleh Indonesia berjumiah 1800 yang terduftar di UNHCR dan dirawat di
10M. Dengan kebijakan keimigrasian Indonesia lebih dori 1.400 dinyatakan



illegal oleh pemenntah dan dikembalikan ke negara ssalnya yaitu Irak dan
Afpanistan. Pengembalian dilakukon ke negara asal sebagai peningkatan
kesadaran bagi para pengungsi agar dapa! meningkatkan keizhanan hidup
dan kesejahterasn masvarakat demi mengurahi bahaya yang dimunculkan
oleh penyelundupan manusia yang dopat merugikan berbagai pihak
(Dhafasha, Nurdiyanti, and Pontoh 2031},

Menurut Hml;‘ﬁl]m Hubungan Multilatern| Kmlw Negeri, pada
periode 2009-201 | ferdapat 373 kasus penyelundupan manusia dengan 440
di‘antaranya adalah dewasa dun anok-anak. Sedangkan pada periode 2011-
2012 kepolisian dacrah berhasil mngunghp‘#hﬂm 745 tersangka
migran gelap yang berlayar melalui kq}u]ﬂﬂﬂﬂjmmm mendarat ke
Australin. Selain itu pengapdosian kerangka kerjasama M "l'i'ﬂﬂ:v
dalam lingkup domestic Indonesia dari tahun 20082014 memiliki
mm m londosan bilateral yang cokup kuat dolam penanganan
an manusia { Astutie 201 8),

Dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintss negam poda
Agustus 2014 menegaskan kembali pemahaman bersama pada kode etik
antara fndonesia dan Austrlia dalam pencrapan dan persefujuan pada
Framework for Security Cooperation dengan memperhatikan kerjasama
antats kehoHelen kedus negars ssbagii para peseta dalam Lombok Treaty.
Kerjasamn tersebut tertuang lnlil mui nﬁn Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Palrt) dan Krpuﬁm Federal !mstmlm {AFP), Schaga
kesepahaman bersama mengenai suatu tata perilaku bag kedua negara
dalam mencegah kejahatan lintas negara dengan melibatkan para peserla
dengan kapasitas pengaturan untuk tercapainya rencana kerja Lombok
Treaty. Kerjasama Mol baru tersebut telash menghasilkan penurunan yang
signifikan poda tahun 20105 hingga tahun 2018 dengan mengalami



penurunan berjumlah 10 kasus. Penguatan hubungan kedua negara melalw
apparit kepolisian dalam menangani tindakan penyelundupan manusia telah
memberikan hasil positif dalam kasus penyelundupan oleh Kapten Bram dan
kasus jaringan Saleh. Melalui konsep rransmasional coperation menjadi
dasar terjadinya kerjasama kepolisian di kedua negara dalam melokukan aksi
cheating dengan melakukan pen@eﬂﬁ!ﬁm para imigrin gelap sebelum
tiba di perbatasal. Péngoperasian keamanan tefsebut yaitu JATF (Joint
Agency Task Foree) dun OSB (Operating Sovereion Borders) sebagai upaya
mem penerummm dengan menghormati afuran dan hak

Kerjasama pengembangan kapasitas telah dilakukan antara Polri dan AFP
berupa pelatihan peningkatan penegak hukum dan pelatihan investigasi
l(‘&ﬁmhplumpnl: kerja kedua negam telah dilakukan pada tahun 2018
moalshii Deklarasi Bersama tentang Eemitrian Strategis I(nm]n:llmmf
antars Australin dan Republik Indonesia. Ekosistem perdamaian vang telah
disepakati kedua negars vang dibangun berdasakan Lombok Treaty ini
membuka babak baru dalam mendukung lima pilar kerja yang luas.
wm hukum,‘ pmgndll:m l:f.pn penEDPEl'ﬂﬂ w maritime di
wilayah secars bersuma sebagai bentuk konstribusi perdamaian kedua
nemm pe finga bm angknllﬂlwhmﬂn kerjasama antara
Polri dan AFP" dih:lmﬂl direktorat keamanan air, udara dan laut i
memberikan hasil yang positif pada periode 2018-2022 dengan berhasil
ditangkapnya sejumlah 33 kasus penycélundupan manusia (Sandy et al
2023).

Terdapat tiga prinsip dalam perjanjian Lombok Treaty yang menghasilkan
10 kesepakatan kerjosamn dan divraikan menjadi 21 elemen oleh kedua
megara. Keranghka kerjasams bilateral yvang dilakukan Indonesia dan



Australia dalam lingkup keamanan terkait penanganan penyelundupan
manusia telah memberikan hasil yang positif bagi kedua negars. Kerjasama
keamanan ini secara resmi tertulis melalui momerondum of understanding
pada dua perjanjian tahun 2006 don 2004, Nota kesepashaman kerjasama
antara Indonesia dan Australia telsh dibentuk pada tahun 2006 dan
diperpanjang pada tahun 2014 uﬂﬂﬁﬁ iﬂﬁepahmmn tatn perilaku dan
rencana aksi k,mttﬁn kﬂmpﬁbmﬂ’ M pada tabun 2020. Yang
dimana sm pencgusan dan kﬂﬁjﬁﬂn baru mmghuﬁknn gerakan vang
berbeda setiap periodenya dalam pendekatannya. Kebijakan yang dihasilkan
setinp periode memberikan grafik dalam angka penangkapan dan penurunan
mhap tahunnya d:i‘hm memerang pen}-dmdq:m min Sehingp

pmm_penyﬂmuiupan mamnusin di kedua negara duiﬂn_;nﬂlinjim
Lombok Treaty (Internasional 2021).

IJ I'lrlﬂ

Dengan adanya dua nota kesepahaman pada Lombok Treaty memberikan
pendekatan pemibaruan kebyakan dan program setiap periodenya, sehingga
mtm:n] mmmmh Lckuﬂhkﬂ}lﬁma dalam Lombok
Treaty numpu mengurangi ﬁgh penyelundupan manusia di Indonesia-

Australia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan penelitian ini untuk dopal menganalisis serla mengetahm poin
dan kesepokatan kerjosama intemasional negarm Indonesia don Australia
yang lertuang dalam Lombok Treaty. Dengan mengmmakan konsep dalam
perjenjizn mternasional den hukum internasional dapat membantu



karakteristik hukum internasional modemn. Selanjutnya menjelaskan pasal-
pasal kerjasama dalam Lombok Treaty vang dapal menghasilkan
kesepakatan dan tindakan bersama sehingga mampu mengurangi
penyelundupan manusia di negara Indonesia-Australia.

A. Manfaal Ty

Dalam skripsi Pengaruh Kerjssama Lombok Treaty Antara Indonesia-
Australia Terhadap Penurunan Penyelundupan Manusia akan disusun dalam
sistematika penulisan sebagai benikut:



BAB 1 Pendahulnan

Bab ini berisi tentang penyusunan sknpsi yang terdini dari lotar belakang,
pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika

ImthhwhﬂWmd miod

kesepakatan daolsm Lombok Treaty yang mampu mengurangi angka
penyelundupan manusia di kedua negara.
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